KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : RINA P. SOEMARNO
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. MAHFUD MD
Jabatan : Menteri Koordintaor Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2021 berjanji mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta
melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Jakarta, September 2021
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

A) me

MOH. FUD MD RINA P. SOEMARNO



e A e i L

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon [: Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)

1. Koordinasi, a. Persentase (%0) capaian target | 87%

Sinkronisasi, dan pembangunan bidang Politik Luar

Pengendalian Negeri pada K/L dibawah Koordinasi

Bidang Politik Luar Kemenko Polhukam sesuai dokumen

Negeri lintas perencanaan nasional

sektoral yang | b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan

efektif; yang dapat mendukung capaian target | 87%

pembangunan bidang Politik Luar
Negeri dalam dokumen perencanaan
nasional

c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan
bidang Politik Luar Negeri yang| 84%

ditindaklanjuti
2. Pemenuhan a. Nilai SAKIP BB
Layanan Dukungan —
Manajemen yang b. Nilai PMPRB 29
optimal c. Indeks Kepuasan Pelayanan 4
Sekretariat Deputi
d. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja 75

dan Anggaran Deputi

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan Bidang Politik Luar Negeri adalah sebesar Rp5.144.983.000.-
(Lima Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan
Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Menteri Koordinator Deputi Bidang Koordinasi
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Politik Luar Negeri
Republik Indonesia

-

MOH. FUD MD RINA P. SOEMARNO



DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Sasaran Strategis 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang
Politik Luar Negeri Lintas Sektoral vang Efektif
Indikator Kinerja 1 | Persentase {%) Rata-rata Capaian Target
Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri pada K/L
dibawah Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri sesunai Dokumen Perencanaan
Nasional

Definisi Mengukur sejauh mana capaian target pembangunan
bidang politik luar negeri pada K/L di bawah
koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar
Negeri sesuai dokumen perencanaan nasional.

Sumber Data Capaian target pembangunan bidang politik luar negeri
pada K/L di bawah Koordinasi Deputi Koordinasi
Politik ~ Luar Negeri sesuai dengan dokumen
perencanaan nasional.

Cara Menghitung

1% capaian target pembangunan Bid. Pollugri pada Kementerian atau Lembaga di bawah Koordinator

Z o= Deputi Bidkoor Pollugri sesuai Dzkumntasi Perencanaan Nasional X 100%
1 Capaian Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri x 100%
. = ; . ; 0
Target Capaian Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri
Capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional
2. 2 = L - - - . - - X 100%
Target Capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasiongl
3 _ Capaign Jumlah Forum vg Dipimpin Indonesia pd Tingkat Regional & Mulitilateral

X 100%

Target Capaian Jumlah Forum vg bipimpin Indonesia pd Tingkat Reglonal & Multilateral

Indikator Kinerja 2 | Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat
mendukung capaian target pembangunan bidang
politik luar negeri dalam dokumen perencanaan
nasional

Definisi Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan
dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan
bidang Politik Luar Negeri yang tertuang dalam
dokumen perencanaan nasional, yaitu Indeks Citra
Indonesia di Dunia Internasional, indeks Pelayanan
dan Perlindungan WNI & BHI dan Jumlah Forum yang
dipimpin Indonesia pada Tingkat Regional dan
Multilateral.

Sumber Data Capaian  rekomendasi kebijakan dari seluruh
keasdepan di Kedeputian Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri yang dapat mendukung capaian target
pembangunan bidang pertahanan negara dalam
dokumen perencanaan nasional




Cara Menghitung

jumlah rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar
N = Negeri sesuai dokumen perencanaan nasional ,
B jumlah rekomendasi kebijakan rekomendasi X 100%
kebijjakan bidang Politik Luar Negeri yang
dihasilkan

Indikator Kinerja 3

Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang
politik luar negeri yang ditindaklanjuti

Definisi

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan
dapat berpengaruh terhadap tercapainya
pembangunan bidang politik luar negeri yang tertuang
dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini
diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan
monitoring dan follow up atas rekomendasi yang
dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi
ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Sumber Data

Capaian rekomendasi kebijakan dari masing-masing
keasdepan di Kedeputian Bidang Koordinator Politik
Luar Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait

Cara Menghitung

jumlah rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar
Negeri yang ditindaklanjuti X 100%
Jumilah rekomendasi kebijakan bidang Politik °
Luar Negeri yang dihasilkan

N =

Sasaran Strategis 2

Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang
Optimal

Indikator Kinerja 1

Nilai SAKIP

Definisi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi
Pemerintah.

Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon
I yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi Internal

5. Capaian Kinerja

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I oleh
Inspektorat Kemenko Polhukam




Cara Menghitung

Kategori Penilaian :
- AA (91-100)

. A (81-90)

. BB (71-80)
-.B(61-70)

. CC (51-60)

. C (31-50)

. D (0-30)
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Indikator Kinerja 2

Nilai PMPRB

Definisi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar
Negeri, dengan Penilaian terhadap setiap program
dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu :

1. Manajemen Perubahan

. Penataan Peraturan Perundang-undangan

. Penataan dan Penguatan Organisasi

. Penataan Tatalaksana

Penguatan Pengawasan

. Penatan Sistem Manajemen SDM

. Penguatan AKuntabilitas Kinerja

. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

®NOU D WN

sSumber Data

Laporan  Hasil Evaluasi Inspektorat Kemenko
Polhukam

Cara Menghitung

Bvaluasi PPMRB Unit Kerja Deputi Bidkoor Pollugri
dengan Tim Isnpektorat Kemenko Polhukam

Indikator Kinerja 3

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran
Deputi

Definisi

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana
seluruh  pegawai dimasing-masing unit untuk
merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu
tahun kedepan

Sumber Data

Penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan
Evaluasi Sekretariat Kemenko Polhukam atas penilaian
perencanaan serta evaluasi unit kerja

Cara Menghitung

Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian
perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan
serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi
menjadi dua unsur penilaian yaitu
*50 poin untuk unsur perencanaan
*50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan




Indikator Kinerja 4

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi

Definisi

Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat
kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat
kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari
perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima
oleh konsumen dengan jenis  pelayanan yang
diharapkan oleh konsumen

Sumber Data

Penilaian  berdasarkan Lembar Kerja  Evaluasi
Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi

Cara Menghitung

Indeks Kepuasan Pelayanan dihitung oleh bagian Tata
Usaha dan Umum dengan skala 1-5 terbagi menjadi
dua unsur penilaian yaitu
70% penilaian internal dan 30% penilaian eksternal.

Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri

Rina P. Soemarno




Pohon Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Persentase (%) capaian target pembangunan Bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah
Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

lintas sektoral yang efektif;

Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan
bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional

Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti

Nilai SAKIP

Nilai PMPRB

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi




Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika

Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika yang mendukung
dokumen perencanaan nasional

Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika yang
ditindaklanjuti

Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik Analis Ahli Madya pada Asdep Kerma Asia, Pasifik, dan Afrika

Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Formulasi Identifikasi Masalah  Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda

Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik dan Agenda Setting yang Setting Bidang Kerja Sama Bilateral Afrika dan
Kredibel Timur Tengah

Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Kerja Sama Formulasi Identifikasi Masalah  Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda

Bilateral Asia dan Pasifik dan Agenda Setting yang Setting Bidang Kerja Sama Bilateral Afrika dan
Kredibel Timur Tengah

Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Penyusunan Draft Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja

Bilateral Asia dan Pasifik Rekomendasi Kebijakan yang Sama Bilateral Afrika dan Timur Tengah
Berkualitas

Persentase (%) Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Persentase (%) draft rekomendasi bidang kerja

Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik yang sesuai sama bilateral afrika dan timur tengah yang sesuai

Dokumen Perencanaan Nasional dokumen perencanaan nasional

Persentase Draft Rekomendasi Bidang Kerja Sama Tindaklanjut Draft Persentase Draft Rekomendasi Bidang Kerja Sama

Bilateral Asia dan Pasifik yang Dimanfaatkan Menjadi Rekomendasi Kebijakan yang Bilateral Afrika dan Timur Tengah yang

Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Koordinasi Efektif Dimanfaatkan Menjadi Rekomendasi Kebijakan

Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika Oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia,

Pasifik dan Afrika




Jumlah Dokumen Persiapan Koordinasi serta Data Dukung
|dentifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Kerja Sama
Bilateral Asia dan Pasifik

Jumlah Dokumen Data Dukung Analis Kebijakan Bidang Kerja
Sama Bilateral Asia dan Pasifik

Jumlah Dokumen Data Dukung Penyusunan Draft Rekomedi
Kebijakan Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik

Presentase (%) Dokumen Data Dukung Penyusunan Draft
Rekomedi Kebijakan Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan
Pasifik yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional

Presentase Dokumen Koordinasi dan Data Dukung Draft
Bidang Kerja Sma Bilateral Asia dan Pasifik yang Dimanfaatkan
Mejadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Koordinasi
Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika

Persiapan Koordinasi serta
Pengumpulan dan Pengelolahan
Data Dukung Formulasi
Indentifikasi Masalah dan Agenda
Seting yang Kredibel

Pengumpulan dan Pengolahan
Data Dukung Perumusan Analis
Kebijakan yang Komprehensif
Pengumpulan dan Pengolahan
Data Dukung Penyusunan Draft
Rekomedi Kebijakan yang
berkualitas

Persiapan Koordinasi serta
Pegumpulan dan Pengolahan Data
Dukung Tindaklanjut Draft
Rekomendasi Kebijakan yang
Efektif

Jumlah Dokumen Persiapan Koordinasi serta Data
Dukung Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang
Kerja Sama Bilateral Afrika dan Timur Tengah

Jumlah Dokumen Data Dukung Analis Kebijakan Bidang
Kerja Sama Bilateral Afrika dan Timur Tengah

Jumlah Dokumen Data Dukung Penyusunan Draft
Rekomedi Kebijakan Bidang Kerja Sama Bilateral Afrika
dan Timur Tengah

Presentase (%) Dokumen Data Dukung Penyusunan
Draft Rekomedi Kebijakan Bidang Kerja Sama Bilateral
Afrika dan Timur Tengah yang sesuai Dokumen
Perencanaan Nasional

Presentase Dokumen Koordinasi dan Data Dukung
Draft Bidang Kerja Sama Bilateral Afrika dan Timur
Tengah yang Dimanfaatkan Mejadi Rekomendasi
Kebijakan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama
Asia, Pasifik dan Afrika



1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Amerika dan Eropa yang mendukung dokumen
perencanaan nasional

3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti

Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika Analis Kebijakan Ahli Madya

Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting
Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika

Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Kerja Sama
Bilateral Amerika

Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama
Bilateral Amerika

Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Kerja Sama
Bilateral Amerika yang Sesuai Dokumen Perencanaan
Nasional

Persentase Draft Rekomendasi Bidang Kerja Sama Bilateral
Amerika yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi
Kebijakan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama
Amerika dan Eropa

Formulasi Identifikasi
Masalah dan Agenda Setting
yang Kredibel

Perumusan Analisis Kebijakan
yang Komprehensif

Penyusunan Draft
Rekomendasi Kebijakan yang
Berkualitas

Tindaklanjut Draft
Rekomendasi Kebijakan yang
Efektif

Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan
Agenda Setting Bidang Kerja Sama Bilateral
Eropa

Jumlah Laporan Analisis kebijakan Bidang
Kerja Sama Bilateral Eropa

Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang
Kerja Sama Bilateral Eropa

Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang
Kerja Sama Bilateral Eropa

Persentase Draft Rekomendasi Bidang Kerja
Sama Bilateral Eropa yang dimanfaatkan
menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten
Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan
Eropa



Jumlah Dokumen Persiapan Koordinasi serta Data Dukung Identifikasi Masalah dan Agenda
_ Jumlah Dokumen Data Dukung Analis Kebijakan Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa
Jumlah Dokumen Data Dukung Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama
Bilateral Eropa

Persentase (%)Dokumen Data Dukung Draft Rekomendasi Bidang Kerja Sama Bilateral
Eropa yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional

Persentase (%) Dokumen Koordinasi dan Data Dukung terkait Draft Rekomendasi
Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan
oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa yang ditindak lanjuti



Pohon Kinerja

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN

Sasaran Strategis ~ IndikatorKinejg
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama ASEAN

Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama ASEAN yang Mendukung Dokumen
Perencanaan Nasional

Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama ASEAN yang ditindaklanjuti

Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Formulasi Identifikasi Masalah dan  Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan
Setting Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN Agenda Setting yang Kredibel Agenda Setting Bidang Hukum, Keamanan,
dan HAM ASEAN
Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Politik Perumusan Analisis Kebijakan Yang Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang
dan Pertahanan ASEAN Komprehensif Hukum, Keamanan, dan HAM ASEAN
Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penyusunan Draft Rekomendasi Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang
Politik dan Pertahanan ASEAN Kebijakan yang Berkualitas Hukum, Keamanan, dan HAM ASEAN
Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Politik Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang
dan Pertahanan ASEAN yang sesuai Dokumen Hukum, Keamanan, dan HAM ASEAN yang
Perencanaan Nasional sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Persentase Draft Rekomendasi Bidang Politik dan Tindaklanjut Draft Rekomendasi Persentase Draft Rekomendasi Bidang
Pertahanan ASEAN yang dimanfaatkan menjadi Kebijakan yang Efektif Hukum, Keamanan, dan HAM ASEAN yang
Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi dimanfaatkan menjadi Rekomendasi
Koordinasi Kerja Sama ASEAN Kebijakan oleh Asisten Deputi Koordinasi

Kerja Sama ASEAN




Pohon Kinerja

Analis Politik, Hukum dan Keamanan

Jumlah Dokumen Persiapan Koordinasi serta Data Dukung Identifikasi Masalah dan Agenda Setting
Bidang Kerja Sama ASEAN
WPeriimdsanAnalisis Kebijakan yang Komprehensif ] Jumiah Dokumen Data Dukung Analis Kebijakan Bidang Kerja Sama ASEAN

Jumlah Dokumen Data Dukung Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama ASEAN

Persentase (%)Dokumen Data Dukung Draft Rekomendasi Bidang Kerja Sama ASEAN yang
Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional

Persentase (%) Dokumen Koordinasi dan Data Dukung terkait Draft Rekomendasi Bidang Kerja
Sama ASEAN yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi
Koordinasi Kerja Sama ASEAN yang ditindak lanjuti



Pohon Kinerja

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral

Kepala Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional

Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting
Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional

Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Politik,
Keamanan, dan Pertahanan Internasional

Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik,
Keamanan, dan Pertahanan Internasional

Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Politik,
Keamanan, dan Pertahanan Internasional yang sesuai
Dokumen Perencanaan Nasional

Persentase Draft Rekomendasi Bidang Politik,
Keamanan, dan Pertahanan Internasional yang
dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi
Internasional

Formulasi Identifikasi
Masalah dan Agenda
Setting yang Kredibel

Perumusan Analisis
Kebijakan yang
Komprehensif
Penyusunan Draft
Rekomendasi Kebijakan
yang Berkualitas

Tindaklanjut Draft
Rekomendasi Kebijakan
yang Efektif

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Organisasi Internasional

Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Organisasi Internasional yang Mendukung
Dokumen Perencanaan Nasional
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Organisasi Internasional yang
Ditindaklanjuti

Kepala Bidang Hukum, HAM, dan Kemanusiaan Internasional

Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting
Bidang Hukum, HAM dan Kemanusiaan Internasional

Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Hukum, HAM
dan Kemanusiaan Internasional

Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum,
HAM dan Kemanusiaan Internasional

Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Hukum, HAM
dan Kemanusiaan Internasional yang sesuai Dokumen
Perencanaan Nasional

Persentase Draft Rekomendasi Bidang Politik,
Keamanan, dan Pertahanan Internasional Bidang
Hukum, HAM dan Kemanusiaan Internasional yang
dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi
Internasional



Pohon Kinerja

Analis Politik,Hukum dan Keamanan pada Bidang Hukum,Ham, dan Keamanan Internasional

Sasaran Strategis

Formula Draft Indentifikasi
Maslah dan Isu Strategis yang
Proporsional

Perumusan Draf Analisis
Kebijakan yang Sistematis
Usulan Draft Rekomendasi
Kebijakan yang Berkualitas
Laporan Tindak Lanjut
Rekomendasi Kebijakan yang
Aktual

Indikator Kinerja
Jumlah draft laporan Indentifikasi Masalah danb Agenda Setting Bidang
Hukum, HAM dan Kemanusiaan Internasional

Jumlah Draft Laporan Analisis Kebijakan Bidang Hukum, HAM dan
Kemanusiaan Internasional

Jumlah Usulan Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum,HAM dan
Kemanusiaan Internsional

Jumlah Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum,
HAM dan Kemanusiaan Internasional

Analis Politik,Hukum dan Keamanan pada Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan Internasional

Sasaran Strategis

Formula Draft Indentifikasi Maslah
dan Isu Strategis yang
Proporsional

Perumusan Draf Analisis Kebijakan
yang Sistematis

Usulan Draft Rekomendasi
Kebijakan yang Berkualitas
Laporan Tindak Lanjut
Rekomendasi Kebijakan yang
Aktual

Indikator Kinerja
Jumlah draft laporan Indentifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang
Politik Pertahanan dan Keamanan Internasional

Jumlah Draft Laporan Analisis Kebijakan Bidang Politik,Pertahanan dan
Keamanan Internasional

Jumlah Usulan Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik,Pertahanan
dan Keamanan Internsional

Jumlah Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang
politik,Pertahanan dan Keamanan Internasional



1. Nilai SAKIP
2. Nilai Zona Integritas

3. Nilai PMPRB

4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Politik Luar Negeri
5. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Politik Luar Negeri

Perencana Ahli Madya pada Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Persentase Implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Pemenuhan Layanan

Koordinasi Politik Luar Negeri Dukungan Manajemen
Bidang Tata Usaha dan

Umum yang Optimal

Persentase Implementasi Rencana Aksi Area Perubahan
Bidang Program dan Evaluasi pada Deputi Bidang
Koordinasi Politik Luar Negeri

Persentase Ketepatan Waktu Tindaklanjut Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Skor Indeks Layanan Kepuasan Perencanaan dan Evaluasi

Persentase Implementasi Rencana Aksi Area Perubahan
Bidang Tata Usaha dan Umum pada Deputi Bidang
Koordinasi Politik Luar Negeri

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 —
2024

Persentase Implementasi Rencana Aksi Zona Integritas
menuju WBK pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar
Negeri

Persentase Ketepatan Waktu Tindaklanjut Dokumen
Administrasi Umum

Skor Indeks Layanan Kepuasan Tata Usaha dan Umum



Analis Anggaran Muda

Perencana Ahli Muda

Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan
Kinerja dalam SAKIP yang Terpenuhi

Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun

Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan
yang Diselesaikan Tepat Waktu

Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen
Sub Bidang Evaluasi yang Optimal

Jumlah Dokumen Monitoring dan
Evaluasi yang Terpenubhi

Jumlah Dokumen Penyusunan Evaluasi
Kinerja dalam SAKIP yang Terpenubhi

Persentase Jumlah Dokumen Evaluasi
yang Diselesaikan Tepat Waktu



Arsiparis Kepala Sub-Bagian Umum

Jumlah Dokumen Implementasi Rencana Aksi Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Penyusunan Laporan Pengelolaan
Area Perubahan Bidang Tata Usaha pada Sub Bidang Umum yang Optimal Sistem Informasi dan Kepegawaian

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
yang Terpenubhi Jumlah Dokumen Implementasi

Rencana Aksi Area Perubahan Bidang
Umum pada Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri yang Terpenubhi

Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Jumlah Dokumen Implementasi
Birokrasi Tahun 2020 - 2024 Rencana Aksi Zona Integritas Menuju

WBK pada Deputi Deputi Bidang

Koordinasi Politik Luar Negeri yang
terpenubhi

Jumlah Laporan Tindaklanjut Dokumen Penyusunan Laporan Pengelolaan
Administrasi Umum Sistem Informasi dan Kepegawaian




Pengadministrasi

Analis Tata Usaha

Jumlah draf dokumen Inplementasi
Renacna Aksi Area Perubahan Bidang Tata
Usaha pada Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri yang terpenuhi

1. Jumlah Draft Laporan Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024

1. Jumlah Draft Laporan Tindaklanjut
Dokumen Administrasi Umum

1. Inventaris Barang Milik Negara

Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Sub
Bidang tata Usaha yang Optimal

Jumlah pemenuhan dokumen Inplementasi
Renacna Aksi Area Perubahan Bidang Tata
Usaha pada Deputi Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri yang terpenuhi

Jumlah Pemenuhan Laporan Tindaklanjut
Dokumen Administrasi Umum

Jumlah Konsep Laporan Pengelolaan Arsip



